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Latar belakang penulis melakukan penelitian ini bertitik tolak dari 
permasalahan yang sering ditemui di sosial media youtube tentang covering lagu 
tanpa seizin pencipta serta mengganti lirik lagu dari lagu asli tanpa seizin pencipta 
dengan tujuan kepentingan komersil dan bagaimana penerapan sanksi atas 
pelanggaran hak moral pencipta lagu tersebut. Kemudian penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui seperti apa penyelesaian atas perbuatan pelanggaran hak moral 
pencipta lagu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. 
Penelitian yang dilakukan penulis disini adalah penelitian kepustakaan 
(library research). Dengan menggunakan pendekatan normative. Penelitian ini penulis 
lakukan berdasarkan tiga contoh kasus pelanggaran covering lagu di sosial media 
youtube. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan , penulis menggunakan teknik 
studi kepustakaan. Sedangkan dalam pembahasannya digunakan metode kualitatif 
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi atas pelanggaran Hak 
Moral pencipta lagu sudah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 
2014 perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam 
pasal Pasal 113 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Hak Cipta 2014 tentu saja dalam 
pelanggaran tersebut jika diselesaikan secara perdata gugatan ganti kerugian senilai 
nominal yang telah ditetapkan, apabila diselesaikan secara pidana maka berupa 
kurungan. 







The background of the author doing this research is based on the problems that 
are often found on YouTube social media about covering songs without the author's 
permission and replacing song lyrics from the original song without the permission of 
the creator with the aim of commercial interests and how to apply sanctions for 
violations of the moral rights of the songwriter.  Then this study aims to find out what 
kind of settlement the act of violating the moral rights of songwriters is based on the 
provisions of the Copyright Act. 
  The research conducted by the author here is library research.  By using a 
normative approach.  This research was conducted based on three examples of cases 
of song covering violations on YouTube social media.  In collecting the required data, 
the author uses library research techniques.  While in the discussion, qualitative 
methods are used, namely research procedures that produce descriptive data in the 
form of written and spoken words from people and observed behavior. 
 The results of the study indicate that the application of sanctions for 
violations of the moral rights of songwriters is in accordance with the Copyright Law 
no. 28 of 2014 such acts can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 
113 paragraphs 1, 2, and 3 of the 2014 Copyright Law of course in such a violation if 
a civil suit is settled for compensation of the nominal value that has been determined, 
if it is settled in a civil manner. punishment is in the form of imprisonment. 
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A. Latar Belakang 
Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual erat kaitannya dengan 
semakin meningkatnya kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut 
berupa karya di berbagai bidang, seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, 
seni dan sastra. Setiap karya yang digolongkan ke dalam Hak Kekayaan 
Intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya, untuk 
itu diperlukan tujuan penerapan Hak Kekayaan Intelektual. Secara umum Hak 
Kekayaan Intelektual terdiri dari dua hal yaitu hak kekayaan industri dan Hak 
Cipta.1 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan standar yang lebih 
tinggi dari standar yang ditetapkan dalam TRIPs Agreement menjadi isu hukum 
yang penting di Era bilateralism sekarang ini.2 Hak Cipta merupakan bagian 
dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta adalah hak eksklusif 3 bagi pencipta 
atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan 
yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa 
                                                          
1 Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, Pengenalan HKI: Konsep Intelektual untuk 
Penumbuhan Inovasi, PT. Macanan Jaya Cemerlang, Indonesia, 2008, hlm. 14. 
2 Nurul Barizah, TRIPs-Plus Provisions on Pantent Under Indonesia’s Bilateral Free trade 
Agreement, artikel dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 21 Juli 2014, hlm. 356. 
3 Anis Mashdurohatun, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta di Indonesia: Studi 





mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. 
Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak untuk melarang pihak lain 
menggunakan atau memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa izinnya (lisensi), 
sehingga ketentuan umum hukum hak cipta menjelaskan bahwa pihak-pihak 
yang menfaatkan atau menggunakan ciptaan orang lain wajib meminta 
persetujuan terlebih dahulu dari Pencipta atau pemegang Hak Cipta.  
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta disebutkan bahwa:  
“2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri 
atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 
 
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan 
sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 
 
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang 
menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima 
lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. “ 
 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta disebutkan bahwa: 
“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 







Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf 
d Undang-Unda    ng No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah lagu.4 Di 
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat 
pengaturan khusus tentang pengertian Hak Cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya 
merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana juga karya-karya lain yang 
dicantumkan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d) Undang-Undang No 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. 
Penjelasannya mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik 
dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang 
bersifat utuh. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua 
aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara 
khusus tidak berlaku.5 Dan dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta juga menjelaskan jenis-jenis karya yang dilindungi, salah 
satunya adalah cipta lagu. Penulis lagu berhak mengumumkan atau menyalin 
ciptaannya atau memberikan kepada pihak yang diizinkan. Artinya jika orang 
lain ingin menggunakan karya si penulis lagu, maka pihak lain atau orang lain 
                                                          
4 Komang Ardika, Marwanto, Pemanfaatan Lagu Secara Komersial Pada Restoran Serta 
Keberadaan Pengunjung Yang Menyanyikan Lagu Secara Volunteer, Vol.7 No.6, Jurnal Ilmiah 
Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, 2019, hlm.4. 
5 Hulman Panjaitan, SH., MH, Wetmen Sinaga, SE., SH., MH, Performing Right Hak Cipta 





harus mendapat izin terlebih dahulu dan targetkan penulis lagu atau pemegang 
Hak Cipta lagu ini. 
Seiring dengan perkembangan teknologi maka tercipta berbagai bentuk 
karya dalam beberapa aspek, salah satunya adalah musik dan lagu. Industri 
musik atau lagu saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karena 
didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karya lagu atau 
musik menjadi komoditi industri yang bernilai tinggi, baik secara estetis 
maupun ekonomis.6 
Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan 
arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada 
yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang, pendek, dan tinggi 
rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu 
kepada suatu lagu.7 Bintang Sanusi mengemukakan bahwa dalam istilah 
populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan 
secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspressi isi 
hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui 
alat musik disebut instrumental.8  
                                                          
6 Dalam Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, 
Neighbouring Rights, dan Collecting Society), PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 14. 
7 Hulman Panjaitan, SH., MH, Wetmen Sinaga, SE., SH., MH, Performing Right Hak Cipta 
Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya, Jakarta, 2017, hlm. 119. 





Menurut Ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, 
yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada 
yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, 
memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku 
membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang 
disuarakan mengiringi melodi.9 Harsono Adisumarto mengemukakan bahwa 
lirik adalah kata-kata atau syair untuk dinyanyikan.10 Pencipta lagu pada 
umumnya membuat karya lagu atau musik adalah untuk dinyanyikan atau 
direkam. Sebelum karya diserahkan pada produser rekaman suara, karya lagu 
atau musik tersebut sudah dalam bentuk yang bisa didengar (direkam dalam 
pita kaset) atau bisa dilihat (lirik dan notasinya dituliskan). Setelah lagu atau 
musik terwujud dalam bentuk rekaman pita kaset atau tertulis dalam bentuk lirik 
yang disertai notasi, pada saat itu sudah lahir hak cipta lagu atau musik. Jadi 
lahirnya Hak Cipta lagu atau musik tidak harus dengan dinyanyikannya lagu 
dan direkam oleh produser rekaman suara atau didaftarkan ke direktorat HKI.11 
Pelanggaran Hak Cipta terutama dalam bentuk musik atau lagu saat ini 
sepertinya terjadi tanpa penyelesaian hukum. Beberapa pelaku usaha yang 
terlibat dalam kegiatan komersil tersebut menyiarkan musik atau lagu tanpa 
                                                          
9 Ensiklopedia Indonesia, buku 4, PT. Ichtiar Baru-van Hove, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 
1941. 
10Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika 
Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 14. 
11Dalam Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, 





membayar royalti atau mendapatkan izin Penciptanya. Tentu hal tersebut 
termasuk dalam kategori pelanggaran Hak Moral. Pelanggaran terhadap Hak 
Moral termasuk dalam pelanggaran 2 unsur pokok dari Hak Moral yaitu hak 
integritas dan hak atribusi. Salah satu contoh pelanggaran hak integritas adalah 
mengganti lirik lagu dengan kata-kata candaan yang mengubah makna dari lirik 
lagu aslinya. Sedangkan salah satu contoh pelanggaran hak atribusi adalah tidak 
mencantumkan nama pencipta lagu atau karya musik. 12 
B. Rumusan Masalah 
a. Bagaimanakah pengaturan tentang Hak Moral pencipta lagu? 
b. Bagaimana penerapan sanksi atas pelanggaran Hak Moral pencipta lagu? 
C. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengkaji pengaturan tentang Hak Moral pencipta lagu. 
b. Untuk menganalisa penerapan sanksi atas pelanggaran Hak Moral pencipta 
lagu.  
D. Tinjauan Pustaka 
1. Ida Bagus Putu Emanda Pramana, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Mudana, 
“Regulasi Terkait Pengubahan Lirik Lagu Tanpa Seizin Pencipta dalam 
                                                          
12 I Gusti Putu Andre Pratista, Ida Ayu Sukihana, Pelanggaran Hak Moral Karya Lagu/ 
Musik dan Rekaman Suara dalam Praktik Penggunaan Hak Cipta, 







Kegiatan Kampanye”, 2020, penelitian ini membahas tentang regulasi atau 
peraturan terkait perubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta dalam kegiatan 
kampanye. 
2. I Gusti Putu Andre Pratista, Ida Ayu Sukihana, “Pelanggaran Hak Moral 
Karya Lagu/ Musik dan Rekaman Suara dalam Praktik Penggunaan Hak 
Cipta”, 2014, pada pelanggaran Hak Moral karya lagu/music dan rekaman 
suara dalam praktik penggunaan Hak Cipta. 
3. Mirwansyah, “Tinjauan Terhadap Perlindungan bagi Pencipta Lagu 
menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta“, 2017, 
penelitian ini membahas perlindungan bagi pencipta lagu menurut Undang-
Undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.  
Tanpa sikap priori, peneliti berkesimpulan penelitian yang akan dilakukan 
belum dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian yang saya lakukan dengan judul 
“Penerapan Sanksi Atas Hak Moral Pencipta Lagu” membahas tentang  
penerapan sanksi terhadap Hak Moral pencipta lagu. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakan (library research), 
Penelitian library research adalah penelitian hukum yang di lakukan 
dengan meneliti bahan pustaka yang ada bahan pustaka yang digunakan 





mengatur tentang syarat non parpol.13 Penelitian ini mengarah library 
research karena pengumpulan data terhadap beberapa buku yang berkaitan 
dengan penerapan sanksi atas Hak Moral pencipta lagu. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan 
Normatif. Metode pendekatan normatif yaitu penelitian yang membahas 
doktrin-doktrin atau asas asas dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk 
menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Ada pula 
dokumen yang digunakan merupakan atura hukum tertulis.14 Penelitian ini 
menggunakan pendekatan normative karena persepektif yang akan 
digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 
undang- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
3. Sumber Data 
Bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, 
bahan data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(Kewenangan). Bahan hukum tersebut antara lain terdiri dari a) Peraturan 
Perundang undangan, b) Catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan 
perundang-undangan, c) Putusan Hakim.15 Sedangkan Bahan hukum 
                                                          
13 Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Cetakan Ke 11, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13. 
14 Zaenuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Edisi Ke-9), Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 
hlm. 24. 





sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen 
tidak resmi. Publikasi tersebut antara lain terdiri atas a) Buku buku teks 
yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, 
termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, b) Kamus Hukum, c) Jurnal jurnal 
hukum.16 Penelitian ini menggunakan jurnal hukum yang berkaitan dengan 
penerapan sanksi atas Hak Moral pencipta lagu.  
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. 
Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-
buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.17  
5. Metode Analisis Data 
Metode analisis data penelitian ini mengunakan metode kualitatif. 
Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 
prilaku yang diamati. 
 
                                                          
16 Ibid, hlm. 57. 





F. Rencana Sistematika Penulisan 
 Dalam penulisan skripsi nantinya, diperlukan adanya uraian mengenai 
susunan penulisan yang dibuat agar pembahasan teratur dan terarah pada pokok 
permasalahan yang sedang dibahas. Untuk itu, penulis merencanakan penulisan 
ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, yaitu: 
BAB I adalah Pendahuluan dimana memuat Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, 
Metode Penelitian dan Sistematika Laporan Penelitian. 
BAB II adalah Pembahasan yang menjawab dari Rumusan Konseptual dari hal-
hal yang berkaitan dengan penelitian dan Sistematika Laporan 
Penelitian. 
BAB III adalah Pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah dan di bagi 
dalam tiap Sub Bab. 
BAB IV adalah Penutup . Bab ini memuat tentang simpulan yang merupakan 
jawaban dari permasalahan yang didapat melalui pemmbahasan yang 
telah di kemukakan dalam bab sebelumnya dan juga terdapat saran 
baik pada permasalahan maupun penerimaan kritik terhadap penulisan 
ini. 
Demikianlah rancangan sistematika penulisan ini, mudah-mudahan rancangan 







A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 
1. Pengertian Hak Cipta 
Setiap insan manusia memiliki kemampuan intelektual yang pastinya 
berbeda-beda satu sama lain. Perbedaan itu terlihat dari hasil kreativitas atau 
karya dari masing-masing individu berdasarkan kemampuan intelektualnya. 
Kreativitas atau karya termasuk sebagai kekayaan intelektual. Hak Cipta 
merupakan cakupan Hak Kekayaan Intelektual.18 
Hak Cipta adalah hak eksklusif atau suatu hak yang hanya dimiliki 
pencipta atau pemegang hak cipta guna mengatur penggunaan hasil karya 
atau hasil pemikiran gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak 
Cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk 
menikmati suatu karya cipta secara sah. Hak Cipta sekaligus juga 
memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan 
mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan. Mengingat hak 
eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa 
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membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki 
masa berlaku tertentu yang terbatas.19 
2. Pengaturan Hak Cipta 
Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Indonesia mengalami banyak perubahan dalam Undang-Undang 
mengenai Hak Cipta. Sejak Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang 
No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 12 Tahun 1987 
tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang 
Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian 
dicabut dan diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta, dan terakhir hingga saat sekarang ini adalah Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.20 
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Tujuan adanya perubahan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaiutu 
sebagai upaya memperbaiki kekurangan dari Undang-Undang yang terdahulu, 
mengenai peraturan yang baru pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta dapat Dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak 
Cipta baru yang menjelaskan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta baru 
mengatur tentang: 
a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang, 
b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau 
pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam 
bentuk jual putus (sold flat), 
c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi arbitrase, atau 
pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana,  
d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan 
dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat 
perbelanjaan yang dikelolanya,  
e. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 
jaminan fidusia, 
f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah 
dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, 
ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan 





g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota 
Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty, 
h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk 
ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan 
digunakan secara komersial, 
i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola 
hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan 
permohonan izin operasional kepada Menteri, 
j. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk 
merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi21 
Tentu saja Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
berbeda dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
Perbedaannya terletak pada pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Hak Cipta baru 
memberikan definisi yang sedikit berbeda untuk beberapa hal. Selain itu, dalam 
bagian definisi, dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta  
juga diatur lebih banyak, seperti adanya definisi atas “fiksasi, fonogram, 
penggandaan, royalti, Lembaga Manajemen Kolektif, pembajakan, 
penggunaan secara komersial, ganti rugi, dan sebagainya”. Dalam Undang-
                                                          
21 Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam 






Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini juga diatur lebih detail 
mengenai apa itu Hak Cipta. Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 
pendaftaran ciptaan di atur pada Pasal 35 – 44 , sedangkan pada Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 pendaftaran ciptaan diatur dalam Pasal 64 – 79. 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 juga mengubah beberapa ketentuan dalam 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, salah satunya adalah lama perlindungan 
Hak Cipta, yang sebelumnya seumur hidup si pencipta sampai 50 tahun setelah 
si pencipta meninggal (Pasal 30 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002) menjadi 
70 tahun setelah pencipta meninggal (Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014).  Undang-Undang Hak Cipta lama tidak mengatur tentang teknologi 
informasi dan komputer , maka di Undang-Undang Hak Cipta baru ini mengatur 
bahwa hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, lembaga manajemen 
kolektif, serta konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan 
komunikasi. Bab khusus mengenai konten hak cipta dan hak terkait dalam 
teknologi informasi dan komunikasi yang terdapat dalam  Pasal 54-56 Undang-
Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjawab keresahan para 
pemilik Hak Cipta dan hak terkait pada berbagai aktivitas di internet yang 
berpotensi melanggar hak mereka. Beberapa pasal lain dalam Undang-Undang 
No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga terkait dengan aktivitas teknologi 
informasi dan komunikasi. Pasal-pasal itu adalah Pasal 52 – 53 tentang Sarana 
Kontrol Teknologi serta Pasal 6 – 7 tentang Informasi Manajemen Hak Cipta 





Cipta yang baru juga mengatur mengenai perlindungan hak ekonimu pencipta. 
Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hal tersebut hanya 
dibahas dalam bagian umum penjelasan, sedangkan di Undang-Undang No.  28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibahas lebih detil. Seperti pada Pasal 18 yang 
membahas mengenai sold flat dan peralihan hak ekonomi yang dibahas 
pada Pasal 23 – 35 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.22 
3. Subjek dan Objek Hak Cipta 
Subjek Hak Cipta adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta. Pencipta adalah 
seseorang atau lebih menghasilkan suatu karya cipta yang bersifat pribadi dan 
khas.23 Pencipta dan pemegang Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 dan 
4 yaitu :  
“2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang 
atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam 
bentuk yang khas dan bersifat pribadi.  
 
4. Pemegang hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak 
yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang 
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secar sah.” 
 
Sedangkan yang menjadi hak objek Hak Cipta menurut Undang-Undang 
Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 2  yaitu :  
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a. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan 
hukum Indonesia;  
b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, 
bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk 
pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia.  
c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan 
dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan 
penduduk Indonesia, dan bukan badan Hukum Indonesia dengan 
ketentuan:24 
 
Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 
seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang 
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan 
Ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan,  lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, drama, 
drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, karya seni rupa 
dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, 
patung, atau kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, Peta, karya seni batik 
atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematograh, terjemahan, 
tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan 
karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, 
transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi Ciptaan 
atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer 
maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 
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tersebut merupakan karya yang asli, permainan video, dan program 
Komputer.25 
Ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta, hasil karya yang tidak dilindungi 
Hak Cipta meliputi hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, 
setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data 
walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau 
digabungkan dalam sebuah Ciptaan, dan alat, benda, atau produk yang 
diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya 
hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.  Ciptaan yang tidak mengandung 
Hak Cipta, tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa hasil rapat terbuka 
lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato 
pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan Kitab suci 
atau simbol keagamaan.26 
4. Sifat Hak Cipta 
Hak Cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 
1. Hak Cipta adalah hak eksklusif. Definisi Hak Cipta dalam UndangUndang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta 
adalah hak eksklusif, diartikan sebagai hak eksklusif karena Hak Cipta 
hanya diberikan kepada pencipta atau Pemilik/ Pemegang hak, dan orang 
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lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali 
atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari 
pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang Hak Cipta yang bukan 
pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu 
hanya berupa hak ekonominya saja.  
2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum. Hak Cipta merupakan hak 
eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasanpembatasan tertentu yang 
bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau 
umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, 
Hak Cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan 
umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang 
serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat 
(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara 
lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian 
dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat 
mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk menerjemahkan atau 
memperbanyaknya atau Pemegang hak Cipta dapat memberi izin kepada 
pihak lain untuk melakukannya.  
3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan. Seperti halnya bentukbentuk 
benda bergerak lainnya, Hak Cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, 
baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam Hak Cipta 





4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (Divisibility). Berdasarkan praktik-
praktik pelaksanaan Hak Cipta dan juga norma “Principle of Specification' 
dalam Hak Cipta, maka Hak Cipta dibatasi oleh waktu, jumlah, geografis. 
27 
Pasal 9 ayat 2 TRIPs menyatakan: 
“ Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu 
ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-
konsep matematis semacamnya.”28  
 
Menurut Taylor dalam bukunya Copyrigbt for Librarians menyatakan 
bahwa yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi 
bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi Hak Cipta 
adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih 
merupakan gagasan.29 
5. Hak Terkait 
Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa: 
“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang 
merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau 
lembaga Penyiaran. Hak Terkait merupakan hak eksklusif yang meliputi:  
a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan  
b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan  
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c. Hak Ekonomi Produser Fonogram  
d. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.”30 
 
B. Tinjauan Umum tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi 
1. Pengertian Hak Moral 
Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi (economic rights) dan Hak 
Moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (neighring rights). 
Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau 
Pelaku yang tidak dapat dihapus atau dihilangkan (inalienable) dengan 
alasan apapun, meskipun Hak Cipta tersebut telah dialihkan kepada pihak 
lain. Konsep Hak Moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental, 
negara-negara yang menganut sistem Civil Law, seperti Perancis dan 
Jerman memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual, 
sedangkan negara-negara Common Law, seperti Amerika Serikat dan 
Inggris memfokus kepada kepemillkan hak cipta. Konsep Hak Moral Eropa 
Kontinental tidak ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika 
Serikat dan Inggris. Di dalam Hak Cipta di samping adanya konsep Hak 
Cipta sebagai Hak Ekonomi, ada pula konsep Hak Cipta sebagai Hak 
Moral. 
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Hak Moral sebagai hak-hak yang diakui oleh Berne Convention. Hal ini 
dijamin secara universal oleh para anggota Union.31 Hak Moral 
memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya-
karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk 
mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya (asas "at-
tribution" atau asas "paternity”) dan mencegah penggunaannya dengan 
cara yang oleh pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati (asas 
"integrity"). Copyright Act Amerika Serikat memberikan hak-hak kepada 
pemegang hak cipta, terlepas dari apakah pemegang hak itu adalah pencipta 
dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena keberadaan Hak 
Moral secara independen berdiri di luar Hak Ekonomi.  Maka Pencipta 
pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut walaupun 
karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan 
kepentingan-kepentingan ekonominya ke dalam karya tersebut. Misalnya, 
composer sebuah lagu dapat meminta Hak Moralnya untuk menjamin agar 
ia disebut sebagai pencipta, atau bahkan untuk mencegah pementasan atau 
pertunjukan lagunya dalam bentuk yang ia rasa atau pahami sebagai 
penyimpangan, perusakan ataumodifikasi lainnya yang dapat merugikan 
kehormatan atau reputasinya.  Dengan datangnya era video musik/teknik 
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digital sampling. Untuk diskusi komprehensif tentang digital sampling dan 
dampak perkembangan hukumnya.32 
2. Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia 
Pengaturan Hak Moral dimulai pada abad ke 19 di Perancis, dan 
dalam perkembangannya terdapat dalam pasal 6 bis revisi Konvensi Bern 
1928 yang berbunyi : "Independantiy of the author's economic rights, and 
even after the transfer of the said rights, the author shall have the right lo 
claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or 
other modification of, or other derogatory action in relation to, the said 
work, would be prejudicial to his honour or reputation." Dalam arti 
"Terlepas dari hak ekonomi pencipta, dan bahkan setelah pengalihan hak 
tersebut, pencipta berhak untuk mengklaim kepenulisan dari ciptaan 
tersebut dan untuk menolak setiap distorsi, mutilasi atau modifikasi 
lainnya, atau tindakan merendahkan lainnya sehubungan dengan , 
pekerjaan tersebut, akan merugikan kehormatan atau reputasinya. " 
Berdasarkan pengaturan tersebut, maka hak moral meliputi:33 
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a. The right to claim authorship, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan 
sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan 
atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan. 
b. The night to object to any distarton, mutilation, or other modfication of 
the work, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat 
mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan 
ataupun memodifikasi Ciptaan secara sedemikian rupa sehingga 
merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta. 
c. The right to object other derogatory action in relation to the said work, 
yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk Tindakan atau 
perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan 
reputasi pencipta. 
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencipta 
memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan 
mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau 
modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan 
karyanya, Hak Moral diatur lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: 
1. Pencipta atau ahli waris berhak menuntuk pemegang Hak Cipta supaya 
nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. 
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptaannya telah 
diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta 





3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap 
perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan 
nama atau nama samarn pencipta. 
4. Pencipta telah berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai 
dengan kepatutan dalam masyarakat. 
 
Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seorang 
pencipta memiliki hak untuk: 
a. Mencantumkan nama atau nama samarannya dalam ciptaan atau 
Salinan dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. 
b. Mencegah bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya 
yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian 
yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan 
merusak apresiasi dan reputasi pencipta. 
Tak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama 
penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Moral ini tetap 
mengikuti dan melekat pada diri pencipta, walaupun hak ekonomi dari hak 
cipta tersebut telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Hak moral 
pencipta menunjukkan betapa eratnya hubungan antara seorang pencipta 
dengan ciptaannya.34 
                                                          





3. Pengertian Hak Ekonomi 
Disamping Hak Moral pencipta lagu juga memiliki Hak Ekonomi, 
pengertian dari Hak ekonomi sendiri adalah hak-hak yang meliputi hak 
reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan 
(cabling), dan pertunjukan publik).35 Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa: 
“Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. 
Hak Eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi.” 
 
Sejalan dengan Hak Cipta sebagai Hak Ekslusif dan Hak Ekonomi, 
pihak pencipta/pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk memberi izin 
kepada pihak lain untuk mengumumkan atau mengadakan Ciptaan dan 
pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan 
dari penggunaan Hak Cipta. Pemberian izin dari pencipta/pemegang Hak 
Cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.36 
4. Pengaturan Hak Ekonomi atas Hak Cipta  
Hak Ekonomi diatur Pasal 8 Undang-undang No. 28 tahun 2014 
tentang Hak Cipta, dalam Pasal 9 (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
yang dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan 
penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, 
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penerjemahan Ciptaan, pengadaplasian, pengaransemenan, 
pentransformasian Ciptaan atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, 
Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan 
penyewaan Ciptaan.37 
             Pengaturan hukum mengenai Hak Ekonomi menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan Hak 
Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala 
bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaplasian, pengaransemenan, 
pentransformasian ciptaan, atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, 
pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan 
penyewaan ciptaan. Bagi pihak lain yang melaksanakan Hak Ekonomi 
wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.38 
C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi dan Lagu  
1. Pengertian Sanksi 
Sanksi berasal dari bahasa Belanda ‘sanctie’ yang memiliki arti 
ancaman hukuman, merupakan suatu paksaan untuk pada akhirnya terdapat 
suatu kaidah (undang-undang) yang harus ditaati, dalam poenale sanctie 
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yang terkenal pada masa sejarah Indonesia masa kolonial Belanda.39 Sanksi 
dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman yang bersifat 
untuk memaksa seseorang atau lebih untuk menepati suatu perjanjian atau 
menaati suatu ketentuan undang-undang.40  
Sanksi adalah suatu alat pemaksa, dimana sanksi memaksa 
menegakkan kaidah hukum yang berlaku. Sanksi sebagai suatu alat 
penegak kaidah hukum dan bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang 
merupakan suatu Tindakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum 
maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.41 Berdasarkan konteks 
hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatukan pengadilan, sedangkan 
berdasarkan konteks sosiologi, sanksi berarti kontrol sosial.42 Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sanksi adalah tindakan-tindakan 
(hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati 
ketentuan undang-undang.  
2. Macam Sanksi Hukum 
Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang 
yang melanggar kaidah atau norma-norma hukum. Hakekat Sanksi hukum 
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merupakan suatu bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara 
dalam terlaksananya kewajiban untuk memaksakan menaati aturan 
hukum.43 Secara umum di Indonesia dikenal tiga jenis sanksi hukum yaitu 
sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi hukum 
administrasi/administratif.  
Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. 
Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 
dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar 
undang-undang hukum pidana. Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 
1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi: 
a)     hukuman mati 
b)     hukuman penjara 
c)     hukuman kurungan 
d)     hukuman denda 
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi: 
a)     pencabutan beberapa hak yang tertentu 
b)     perampasan barang yang tertentu 
c)     pengumuman keputusan hakim 
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Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat 
berupa: 
1. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum 
pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). 
Contoh: salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak 
yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara 
2.  Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan 
suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat 
menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. 
Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai 
pemilik yang sah atas tanah sengketa 
3.  Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu 
keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: 
putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. 
Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa: 
1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) 
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya 
suatu keadaan hukum baru 
Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi 
yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-






-      Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008), 
-      Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya 
yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009), 
- Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan 
jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut No.P. 
39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008), 
-    Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan 
KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008) 
3. Pengertian Lagu 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Musik adalah ilmu atau 
seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan 
temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai 
kesatuan dan kesinambungan. Lagu adalah ragam suara yang berirama.  Di 
sisi lain, Hanju  dan Armillah memberikan definisi Musik sebagai sebuah 
cetusan ekspresi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa 
bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi hati dikeluarkan melalui mulut 
disebut vocal, dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut 
instrumental.44 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi 
batasan bahwa karya musik atau lagu sebagai suatu karya yang bersifat 
                                                          





utuh. Seorang ahli musik dan penulis M. Soeharto membagi komposisi 
musik dan lagu terdiri atas:  
1.  Lirik adalah kata-kata atau syair yang dinyanyikan;  
2. Notasi adalah nada-nada yang terdiri dari bilangan atau lambang;  
3. Melodi adalah rangkaian dari sejumlah nada, yang berbunyi atau 
dibunyikan secara berurutan; 
4. Aransemen adalah karya tambahan yang disusun sebagai hiasan 
terhadap komposisi tertentu yang sudah ada sebelumnya, agar dapat 
disajikan lebih menarik” 45  
4. Covering Lagu 
Di era sekarang mulai banyak bermunculan covering lagu atu 
menyanyikan kembali yang biasa dinyanyikan baik dari public figure 
maupun dalam kalangan masyarakat, berbagai macam covering lagu yang di 
buat di upload di jejaring media sosial baik itu Instagram, tiktok, youtube, 
dan media sosial yang lain. Covering lagu yang biasa diaransemen musiknya 
tapi tidak mengubah lirik lagu. Masalah yang banyak terjadi dalam covering 
lagu yaitu perubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta baik untuk kepentingan 
komersil maupun non komersil, kasus ini juga merupakan pelanggaran Hak 
Moral pencipta lagu. 
 
                                                          





5. Dasar Hukum Tentang Lagu 
Penjelasan Pasal 12 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta terdapat rumusan pengertian lagu atau musik 
sebagai berikut:  
“lagu atau musik dalam undangundang ini diartikan sebagai karya yang 
bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, 
dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah 
bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta”.  
 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa: 
a. Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;  
b. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;  
c. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur 
melodi, lirik, aransemen, notasi dan bukan merupakan ciptaan yang berdiri 
sendiri.46 
Suatu karya musik yang terdiri dari lirik, melodi, notasi, dan aransemen 
dilindungi secara terpisah. Suatu lirik lagu mendapatkan hak cipta dalam 
karya kesusastraan, sedangkan melodi, notasi dan aransemen masuk ke 
bidang karya musik dan lagu. Konsepsi yang terkandung dalam suatu 
ciptaan khususnya karya cipta musik dan lagu, ini merujuk pada tujuan 
kemerdekaan yang memberikan kesejahteraan lahir batin, materal dan 
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spritual seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945. Negara memberikan perlindungan hukum disertai kepastian hukum 
bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pencipta musik dan lagu. Hal ini 
sejalan Pasal 27 ayat 1 Declaration of Human Rights 1948, yang 
melindungi masalah seni. Konsepsi tersebut kemudian menimbulkan suatu 
teori bahwa karya seni khususnya musik dan lagu bermanfaat bagi 
kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomis. Penciptaan musik dan 
lagu ini dapat menimbulkan empat macam konsepsi,  yaitu Konsepsi 
kekayaan, konsepsi hak, konsepsi perlindungan hukum, konsepsi nilai. Hal 
ini diperkuat oleh Prof. Eddy Damian (guru besar emeritus dari Unpad), 
yang pernah menyatakan bahwa konsep nilai sebuah musik dan lagu akan 
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A. PENGATURAN HAK MORAL PENCIPTA LAGU 
1. Sejarah Pengaturan Hak Cipta dan Hak Moral di Dunia 
Sejak tahun 1840-an sejarah peraturan perundang-undangan Hak 
Kekayaan Intelektual sudah ada di Indonesia. Pemerintah Kolonial 
Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan 
Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah 
Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang 
Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada 
waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota 
Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 
dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic 
Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 
s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan 
Intelektual tersebut tetap berlaku. 
Sejarah kelahiran Hak Cipta dianggap bermula di Inggris pada awal 
abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Kelahiran hak cipta 
dimulai di Inggris dan Prancis, karena Inggris dan Prancis dianggap 





sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep 
economic right dan moral right dalam Hak Cipta. Dari sejarah kelahiran 
Hak Cipta kedua negara tersebut kita dapat memahami mengapa negara-
negara common law pada umumnya lebih mengedepankan aspek Hak 
Ekonomi (economi right) dari suatu ciptaan daripada Hak Perorangan 
(personal right) dari pencipta sebagaimana dipraktikan di Negara civil law 
yang telah melahirkan Hak Moral (moral right).48 
Awal mula adanya Konsep  Hak Ekonomi (economic right) Ketika 
Hak Cipta dilahirkan di Inggris dengan konsep copyright. Hak Ekonomi 
lahir karena adanya bisnis percetakan buku dan penerbitan buku. Seiring 
berjalannya waktu tentunya mengalami perubahan yang awalnya hanya 
untuk kepentingan kerajaan Inggris kemudian berubah jadi sempurna 
karena dengan adanya pengakuan atas pencipta diwujudkan dalam bentuk 
royalty yang bersifat ekonomi.49  Sedangkan Konsep Hak Moral (moral 
right) bermula di Prancis dan berkonsep droit d’auteur. Konsep ini adalah 
ciptaan hasil dari manusia intelektual. Konsep ini juga melahirkan sebuah 
konsep Hak Moral yang tidak dikenal di negara common law.50 
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2. Sejarah Pengaturan Hak Cipta dan Hak Moral di Indonesia 
Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia berlaku pada tanggal 23 
September 1912 (Auteurswet 1912) berasal dari Belanda. Undang-Undang 
Hak Cipta 1912 ini masih terus berlaku meski baru, pertama kalinya 
Indonesia memberlakukan untuk mencoba mewujudkan Undang-Undang 
Hak Cipta Nasional. Usaha ini dirintis dengan dihasilkannya RUU tentang 
Hak Cipta untuk pertama kalinya di Indonesia. Setelah menjalani waktu 
yang cukup Panjang pada tahun 1982 akhirnya RUU Hak Cipta disetujui 
oleh DPR dan ditetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta (Lembar Negara Tahun 1982). Undang-Undang tersebut kemudian 
diubah menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. 
Kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang 
Hak Cipta, diubah Kembali menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, dan terakhit diubah menjadi Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan tersebut memuat tentang Hak 
Cipta secara teori dengan menggunakan asas lex poteriori derogate lex 
priori yang berarti peraturan atau Undang-Undang yang terbaru akan 
mengesampingkan Undang-Undang yang sebelumnya sehingga 
pengaturan Hak Cipta saat ini berpedoman pada Undang-Undang terbaru 





adanya Undang-Undang terbaru ini dimaksudkan untuk memperbaharui 
kekurangan dalam ruang lingkup Hak Cipta.51 
Tujuan dari adanya Undang-Undang Hak Cipta baru adalah sebagai 
upaya memperbaiki kekurangan dari Undang-Undang sebelumnya, dan 
dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta baru 
yang mengatakan bahwa secara garis bersar, Undang-Undang Hak Cipta 
baru mengatur tentang:52 
a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih Panjang; 
b. Perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Ekonomi para pencipta 
dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak 
ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat); 
c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, 
atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; 
d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat 
penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait di pusat 
perbelanjaan yang dikelolanya; 
e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 
jaminan fidusia; 
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f. Menteri diberikan kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah 
dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma 
Susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
g. Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak terkait menjadi anggota 
Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty; 
h. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalty untuk 
ciptaan atau produk hal terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan 
digunakan secara komersial; 
i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan 
mengelola Hak Ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib 
mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; 
j. Penggunaan Hak Cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk 
merespon perkembangan teknologiinformasi dan komunikasi. 
Objek ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta, dalam Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan karya apa saja 
yang tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Ciptaan yang dilindungi 
diantaranya dalam Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri dari:53 
                                                          
53 Kanti Rahayu S.H, Thesis: Upaya Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, 






a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 
semua hasil karya tulis lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantomime; 
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. Karya seni terapan; 
h. Karya arsitektur; 
i. Peta; 
j. Karya seni batik atau motif lain; 
k. Karya fotografi atau potret; 
l. Karya sinematografi; 
m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga, rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi; 
n. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
o. Komplikasi ciptaan atau dta, baik dalam format yang dapat dibasa 





p. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang orisinil; 
q. Permainan video; 
r. Program computer. 
Pasal 41 menyatakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta 
meliputi: 
1. Hasil karya yang belum di wujudkan dalam bentuk nyata. 
2.  Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau 
data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, 
dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. 
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 
masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan 
fungsional 
 
Dari Pasal 41 menjelaskan kembali bahwa ketika suatu karya belum 
diwujudkan maka karya tersebut belum menjadi objek Hak Cipta dan tentu 
saja belum memperoleh perlindungan Hak Cipta. Sama halnya dengan 
bagian-bagian kecil dari keseluruhan bagian Hak Cipta tidak mendapatkan 
Hak Cipta begitu juga alat, benda, ataupun produk lainnya yang bersifat 
teknis.54 
Pada dasarnya Hak Cipta melindungi ciptaan yang dihasilkan oleh 
seseorang atau badan hukum. Karya ciptaan yang mendapat perlindungan 
Hak Cipta dapat dikatakan sebagai objek Hak Cipta. Secara normatif, perlu 
pemahaman mengenai definisi ciptaan menurut Undang-Undang dan 
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memberikan batasan mengenai pemahaman terhadap suatu ciptaan yang 
mendapat perlindungan Hak Cipta Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.55 Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif 
berupa Hak Moral dan Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, yang 
artinya adalah tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak tersebut 
tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut. Hak 
Moral dan Hak Ekonomi inilah hal yang dilindungi oleh Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.56 
3.  Perkembangan Hak Moral Sebelum Pengaturan Undang-Undang No. 
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Setelah Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Menurut Pasal 29 ayat 1 dan 2  Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, Hak Cipta yang dilindungi dalam kelompok pertama 
adalah buku, pamphlet, drama, tari, koreografi, seni rupa, seni lukis, seni 
patung, seni pahat, seni batik, lagu atau music tanpa teks, arsitektur, 
ceramah, kuliah, pidato, alat peraga, peta, terjemahan, saduran, bunga 
rampai. Apabila pencipta lebih dari satu orang maka hitunganya 50 Tahun 
dimulai sejak pencipta yang terakhir meninggal dunia. Hak cipta yang 
dilindunginya kategori kelompok kedua diatur dalam Pasal 30 ayat 1 
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Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi program 
computer, sinematografi, potografi, database, dan karya hasil pengalih 
wujudan dan berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak Cipta 
yang dilindungi dalam kategori ketiga diatur dalam Pasal 30 ayat 2 Undang-
Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Hak Cipta 
perwajahan, karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 Tahun sejak diterbitkan. 
Selanjutnya Hak Cipta yang dilindungi sebagai yang dimaksud dalam Pasal 
30 ayat 1-2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diatas 
apabila dipegang oleh badan hukum, maka masa berlakunya 50 Tahun sejak 
pertama kali diumumkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 30 ayat 3 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  
Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta:  
“Pencipta adalah seorang atau lebih yang secara individu atau 
bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”.  
 
Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak 
Cipta :  
“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, 
seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan atau 
diwujudkan  dalam bentuk nyata”. 
Selain Hak Ekslusif yang dimiliki oleh pencipta, Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengenal konsep Hak Moral 





hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi dan melekat pada diri 
pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, 
walaupun Hak Cipta telah dialihkan. Sebagai aplikasi dalam pelaksanaan 
Hak Moral antara lain adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, 
walaupun Hak Cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk dimanfaatkan 
pihak lain. Masalah Hak Moral dalam Hak Cipta ini muncul disebabkan 
karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk 
menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Terhadap orang lain 
tidak dibenarkan dengan sesuka hatinya mengambil maupun merubah 
karya cipta seseorang menjadi atas namanya. Hak Moral ini juga diakui dan 
diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.57 
Dalam diri pencipta ada 2 hak yang melekat yaitu Hak Moral dan 
Hak Ekonomi. Hak Moral menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta 
untuk : 
a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 
sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum. 
b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya. 
c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 
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e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
kehormatan diri atau reputasinya. 
f. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan. 
g. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
kehormatan diri atau reputasinya. 
 
Hak Moral (moral rights) adalah hak yang melekat yang ada pada 
diri pencipta (pelaku pertunjukkan) yang tidak dapat dihilangkan atau 
dihapus dengan alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat 
kemanunggalan atau dengan kata lain keterkaitan atau ada hubungan 
integral di antara keduanya.58 Hak Moral ini dikenal dalam negara yang 
menganut sistem hukum Anglosaxon. Undang-Undang di Inggris, 
misalnya memiliki hukum moral: moral right yang secara substansial 
menganut, yaitu: 59 
a. Paternity, yaitu hak untuk diakui dan dikenal sebagai pencipta atau 
pemegang hak cipta. 
b. Privacyright, yaitu hak untuk dilindungi dalam hal yang berkaitan 
dengan publikasi atau pembanyakan film atau fotografi. 
c. Integrity right, yaitu hak dari pencipta melekat atas ciptaannya atau 
yang ada pada ciptaannya. 
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Pemilik atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi 
Hak Moralnya tetap tidak dapat dipisahkan dari pencipta. Hak Moral 
merupakan Hak Khusus, serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil 
ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini 
mempunyai 3 dasar, yaitu hak untuk mengumumkan atau menyiarkan (the 
right of publication), hak paterniti (the right of paternity), dan hak 
integritas (the right of integrity). Sementara itu, Komen dan Verkade 
menyatakan bahwa Hak Moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi 
:60  
a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan.  
b. Larangan mengubah judul. 
c. Larangan mengubah penentuan pencipta.  
d. Hak untuk mengadakan perubahan. 
Hak Moral mencakup 2 (dua) hal besar, yaitu Hak Integritas atau 
disebut juga dengan right of integrity yaitu hak yang menyangkut segala 
bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat 
pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk 
larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat 
menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus 
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tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh misalnya untuk 
pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu yang mengubah 
makna syair aslinya.61 Hak Moral berlaku secara abadi maksudnya adalah 
meski para pencipta telah meninggal dunia, Hak Moral tersebut tetap harus 
diakui dan dihormati oleh semua orang.62 Konsep Hak Moral adalah 
memberikan penghargaan kepada pencipta karena karya cipta erupakan 
refleksi pribadi dari pencipta sehingga tidak dapat dibagi-bagi dan tidak 
dapat dilakukan perubahan atau modifikasi. Hak Moral adalah hak untuk 
mengklaim yang dimiliki oleh pencipta terhadap hasil karyanya.63  
Mengenai konsep hak moral, pengaturannya dalam Pasal 24 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan 
bahwa:  
“ Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada 
pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam 
ciptaannya. Mencangkup:  
a. Tidak diperbolehkan melakukan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan 
persetujuan pencipta atau ahli warisnya. 
b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, 
selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk 
mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah 
meninggal dunia, izin harus diperoleh dari ahli waris. Ketentuan 
sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2 berlaku juga terhadap 
perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan 
nama atau nama samaran pencipta. Pencipta tetap berhak mengadakan 
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perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam 
masyarakat.” 64 
 
Masa berlaku Hak moral menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berlaku tanpa batas waktu dan tidak 
dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak 
tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain setelah Pencipta 
meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, bahwa Hak ekonomi melarang pihak lain menggunakan 
karya cipta untuk tujuan komersil tanpa izin Pencipta.65 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memiliki perbedaan dengan 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Perbedaan tersebut terletak pada:66 
UU No. 19 Tahun 2002 UU No. 28 Tahun 2014 
76 Pasal 126 Pasal 
Jangka waktu perlindungan 
pencipta seumur hidup dan 
ditambah 50 tahun 
Jangka waktu perlindungan 
pencipta seumur hidup dan 
ditambah 75 tahun 
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Perlindungan hak ekonomi 
dibahas pada bagian umum 
penjelasan 
Perlindungan hak ekonomi 
terdapat dalam Pasal 8 sampai 
Pasal 19 
Tidak membahas mengenai sold 
flat dan peralihan hak ekonomi 
Pasal 8, 11, 12-15, 16-19, 23-25, 
29-30 membahas tentang 
peralihan hak ekonomi, dan pasal 
18 membahas tentang sold flat  
Belum diatur hak cipta sebagai 
objek jaminan 
Objek jaminan diatur dalam pasal 
16 ayat 3 dan 4 
Belum ada Lembaga Manajemen 
Kolektif 
Adanya Lembaga manajemen 
Kolektif dan diatur dalam pasal 
87-93 
Tidak tercantum cara pengajuan 
penetapan sementara 
Mencantumkan secara jelas cara 
pengajuan penetapan sementara 
yang selaras dengan perma No. 5 
tahun 2012 tentang penetapan 
sementara 
Tidak membahas tentang 
tanggung jawab pengelola 
tempat perdagangan atas 
pelanggaran hak cipta 
Membahas tentang tanggung 
jawab pengelola tempat 





hak cipta dan diatur dalam Pasal 
10 dan Pasal 114 
 
Dari penjelasan pemahaman pengaturan tersebut dapat diketahui 
bahwa Hak Moral dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta masih mengambil bagian dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, namun hal yang membedakan dari kedua pengaturan 
tersebut adalah terkait penambahan jangka waktu, dimana Undang-undang 
No. 19 Tahun 2002 tetang Hak Cipta dikelompokan menjadi tiga kelompok 
:67  
1. Selama masih hidup pencipta hingga 50 Tahun sesudah meniggal. 
2. 50 Tahun sejak pertama kali diumumkan. 
3. 50 Tahun sejak pertama kali di terbitkan. 
 
Sedangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
yang berlaku saat ini adalah 70 Tahun. 
4. Hak Cipta dan Hak Moral pada Era Globalisasi di Indonesia 
Era Globalisasi merupakan era modern yang membawa pengaruh 
di semua bidang kehidupan manusia, terutama dibidang perdagangan yang 
bersifat global. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk 
bumu yang melampaui batas konvensional, seperti bangsa dan negara. 
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Dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan seerta terjadi intendifikasi 
kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh.68 Globalisasi muncul 
bersamaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara 
luas.69 
Arus Globalisasi yang melanda dunia dan berdampak pada 
perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan 
berbagai problematika sehingga perlu adanya aturan hukum sebagai law 
making dan perlu penegakan hukum sebagai law inforcement.70 Dengan 
adanya perkembangan era dan kemajuan teknologi tentu saja sangat 
berpengaruh dalam perkembangan peraturan Hak Cipta. Pemberian Hak 
Cipta terhadap karya yang dibuat oleh seorang pencipta sangat penting 
karena untuk melindungi hak-hak si pencipta dan mendapatkan keuntungan 
komersil. 
Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta peraturan Hak Cipta justru 
lebih kompleks, adanya peraturan Hak Moral dan Hak Ekonomi yang 
diatur di Undang-Undang tersebut sudah berlaku, karena Hak Moral dan 
Hak Ekonomi sangat penting bagi pencipta apalagi di era globalisasi ini 
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yang sudah banyak covering lagu terntunya harus mencantumkan nama 
pencipta lagu tersebut serta meminta izin baik itu tujuannya untuk 
kepentingan komersial atau non komersial  
B. PENERAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN HAK MORAL 
PENCIPTA LAGU 
Dengan perubahan zaman apalagi di Era Globalisasi ini banyak terjadi 
perkembangan teknologi, banyak orang berlomba-lomba untuk menampilkan 
hasil karya ciptaannya, apalagi yang banyak terjadi di era sekarang yaitu 
covering lagu yang diunggah di youtube. Dengan mengunggah video di 
youtube, jika memiliki jumlah subscriber dan viewer yang jumlahnya lumayan 
bahkan banyak dapat meraih keuntungan, si pengunggah video mendapatkan 
adsense atau mendapatkan uang dari video yang diunggah. Dengan adanya hal 
tersebut banyak pengguna youtube mengunggah covering lagu di youtub, salah 
satu diantaranya menyanyikan kembali lagu milik orang lain tanpa seizin 
pencipta tujuannya untuk kepentingan komersil. Menurut Pasal 40 ayat 2 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :  
“lagu yang diaransemen ulang sebagai karya lain dari hasil transformasi 
dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas 
Ciptaan asli. Ini berarti bahwa Pencipta menguasai hak untuk mengaransemen 
maupun melakukan transformasi lagu ciptaannya. Tidak boleh ada seorangpun 







Covering lagu yang diunggah di Youtube baik untuk kepentingan 
komersial tidak timbul hak ciptanya apabila tidak mendapatkan izin dari 
Pencipta. Sebagaimana prinsip lahirnya hak cipta yang menyatakan bahwa hak 
cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Apabila suatu ciptaan dihasilkan tetapi bertentangan dengan 
ketentuan perundang-undangan (yaitu melanggar hak cipta orang/pihak lain) 
maka hak ciptanya tentu saja tidak timbul.71 
Dengan mengunggah video covering lagu tanpa seizin pencipta di 
youtube tersebut sudah termasuk melakukan sebuah pelanggaran atas Hak 
Ekonomi dan Hak Moral karena hal tersebut tentu saja sudah merugikan 
pencipta. Berikut ini beberapa contoh kasus pelanggaran Hak Moral covering 
lagu, diantaranya: 
1. Keluarga Gen Halilintar, perusahaan rekaman Nagaswara Music 
Publisherindo menggugat Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk 
atas dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu 'Lagi Syantik' yang 
dipopulerkan oleh penyanyi dangdut Siti Badriah, gugatan tersebut tercatat 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 82/Pdt.Sus-Hak 
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Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Nagaswara adalah pemegang izin lagu 
tersebut. Alasan menggugat pun dikarenakan Gen Halilintar mengcover 
lagu tersebut tanpa meminta izin dan tidak mencantumkan nama pencipta 
di cover lagu yang diunggah di youtube tersebut hanya untuk kepentingan 
komersil dikarenakan jumlah subscriber yang terbilang banyak. Perbuatan 
tersebut telah melanggar Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 terkait Hak Moral berbunyi: 
“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta 
untuk:  
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;  
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;  
c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;  
d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan  
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 
Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan 
kehormatan diri atau reputasinya. “ 
 
Dan Pasal 9 terkait hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta: 
“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, Penggandaan 
Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasian, 
pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian 
Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, 
Komunikasi Ciptaan dan penyewaan Ciptaan.” 
 
 Namun Hakim tolak gugatan Nagaswara sebab sudah jelasnya keterangan 
dari terdakwa yang tidak bertentangan dengan hukum.72 Adanya 
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pelanggaran yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar tersebut dapat 
dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 113 ayat 2: 
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
2. Kekeyi putri cantika atau biasa disebut kekey, ia adalah seorang content 
creator atau beauty vlogger dengan subscriber kurang lebih 1 Juta, ia 
sempat menciptakan lagu yang dinyanyikan juga oleh dirinya sendiri 
dengan judul “Keke Bukan Boneka” kemudian diunggah di Youtube dan 
menghasilkan 5 juta view dan menjadi konflik dikarenakan ada sepenggal 
kalimat dan instrument yang sama persis dengan lagu “Aku Bukan 
Boneka” yang dinyanyikan oleh Rinni Wulandari, Hal tersebut terjadi 
karena adanya klaim Hak Cipta dari Sony Music Indonesia selaku label 
rekaman yang merilis lagu “Aku Bukan Boneka“-nya Rinni Wulandari. 
Tentu saja “kasus” ini menjadi viral karena tidak sedikit yang membela 
Kekeyi. Apalagi dalam klarifikasinya menyatakan bahwa Kekeyi tidak 
pernah mendengar lagu itu. Sebagai salah satu label rekaman terbesar, tentu 
saja Sony Music Indonesia tidak akan meremehkan apa yang disebut 
dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta termasuk Hak Kekayaan 
Intelektual yang dilindungi oleh hukum sebagai reward atas kreativitas 





menikmati hak moral dan hak ekonomi ciptaannya. Artinya, pencipta 
berhak untuk mengkomersialisasi ciptaannya. Sony Music Indonesia tentu 
saja aware untuk mendaftarkan Hak Cipta atas lagu Rinni Wulandari ke 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Maka, lagu itu pun 
memiliki perlindungan hukum dari oknum plagiator. Setelah mengetahui 
permasalahan tersebut akhirnya dari pihak Kekeyi pun meminta maaf dan 
men-Takedown video tersebut yang sebelumnya sudah diunggah di 
Youtube.73 Berdasarkan kasus tersebut, Kekeyi telah melakukan perbuatan 
pelanggaran Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: 
“Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu 
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian 
yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika 
sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: 
1. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan 
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 
2. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan 
peradilan; 
3. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; 
atau 
4. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.” 
                                                          
73 Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H, “Analisis Hukum “Kasus” Kekeyi”, 





Penyelesaian upaya hukum dari kasus tersebut terdapat dalam Pasal 113 
ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang 
berbunyi: 
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
3. Selanjutnya ada Cover “Akad” yang dinyanyikan Hanin ditonton sekitar 26 
juta pasang mata. Jumlah itu bahkan melebih versi aslinya sendiri yang 
dimainkan Payung Teduh. Hanin merupakan penyanyi muda asal Bogor 
jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan 
stasiun televisi RCTI pada 2014.  Sementara dari pihak Payung Teduh 
merasa tidak ada yang komunikasi meminta izin untuk cover lagu tersebut 
baik lisan maupun tulisan, tak lama kemudian video tersebut sudah di-Take 
Down dari Youtube. Tentu saja perbuatan tersebut telah melakukan 
pelanggaran Hak Cipta dari karya lagu dan tidak meminta izin terlebih 
dahulu kepada pemilik Hak Cipta atau pencipta untuk mencover lagu 
tersebut. Menyayikan kembali lagu akad merupakan kegiatan aransemen 
yang terdapat dala pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 9 
ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana 





dengan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta yang mana setiap orang terhadap suatu ciptaan tanpa izin pemegang 
Hak Cipta dilarang melakukan penggunaan secaran komersial.  Dan upaya 
hukum penyelesaiannya terdapat dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi: 
“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 
Tentu saja dalam contoh kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran 
Hak Cipta pencipta Lagu, dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta : 
- Pasal 9 ayat 1 :  
“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 
a. Penertiban ciptaan,  
b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya,   
c. Penerjemahan Ciptaan,  
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan,  
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,   
f. Pertunjukan Ciptaan,  
g. Pengumuman Ciptaan,  
h. Komunikasi Ciptaan,  
i. dan Penyewaan Ciptaan” 
 
- Pasal 9 ayat 2 : 
“Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud 





- Pasal 9 ayat 3 : 
“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial 
Ciptaan.” 
 
Dengan adanya pasal diatas setiap orang wajib mendapatkan izin dari 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang dilarang untuk melakukan 
penggunaan dengan tujuan komersial jika tidak mendapatkan izin dari pencipta 
lagu. Jika terapat suatu pelanggaran, maka perbuatan tersebut dapat 
dipidanakan maupun dikenakan sanksi.  
Pelanggaran tersebut dapat melalui upaya penyelesaian pidana yang 
terdapat dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 
113 ayat 1, 2, 3, dan 4 yang berbunyi : 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta 
rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 





paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 
4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) 
 
Atas pelanggaran hak eksklusif pencipta musik, undang-undang 
memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang Hak Ciptanya 
untuk mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan niaga. Pemegang 
Hak Cipta dapat minta ke pengadilan niaga untuk menarik dari peredaran 
danmenyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan 
pelanggaran Hak Ciptanya. Termasuk menghentikan pelanggaran guna 
mencegah kerugian yang lebih besar. Penerapan sanksi dalam upaya pidana ini 
tidak hanya berupa denda namun juga bisa berupa kurungan. Tentu saja hal ini 
merupakan keputusan pencipta lagu itu sendiri, mau diselesaikan secara pidana 
atau secara perdata terhadap  kasus pelanggaran covering lagu tersebut. 
 Undang-Undang Hak Cipta sangat berpengaruh dalam memberikan 
perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik secara privat 
melalui penetapan pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang selain 
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa untuk memutus sengketa atau 
pelanggaran Hak Cipta dengan berbagai hak sebagaimana diuraikan diatas serta 
penetapan jangka waktu penyelesaian perkaranya. Dengan ditetapkannya 
pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa 
Hak Cipta, maka asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat segera 





dan memutus tuntutan ganti kerugian tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari 
sejak gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Terhadap putusan pengadilan niaga 
tersebut hanya tersedia upaya hukum kasasi yang dalam jangka waktu 90 
(sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima, mahkamah agung 




















1. Pengaturan tentang Hak Moral pencipta lagu kepada seseorang yang telah 
melakukan pelanggaran Hak Cipta khususnya Hak ekslusif yaitu Hak 
Moral dan Hak Ekonomi Pencipta lagu tentu dapat dikenakan sanksi dan 
telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 
meng-Cover ulang lagu yang diunggah ke Youtube/ Media sosial lainnya 
baik untuk kepentingan komersial maupun non komersial harus dengan izin 
dari pencipta lagu tersebut supaya tidak terjadi pelanggaran Hak Moral 
pencipta maupun Hak Ekonomi. Bentuk pelanggaran Hak Moral yang 
sekarang banyak terjadi yaitu Covering Lagu yang diunggah di 
Youtube/Media  sosial lainnya dan biasanya ada perubahan lirik tanpan izin 
atau sepengetahuan pencipta dan tidak mencantumkan penciptanya karena 
itu termasuk pelanggaran Hak Moral pencipta lagu. 
2. Penerapan sanksi atas pelanggaran hak Moral pencipta Lagu tentunya 
sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan juga perbuatan tersebut 
dapan dikenai sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal Pasal 
113 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Hak Cipta 2014 tentu saja dalam 





kerugian senilai nominal yang telah ditetapkan, apabila diselesaikan secara 
pidana maka berupa kurungan. 
B. SARAN 
1. Perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman peraturan Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke masyarakat, karena kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang tersebut dan pastinya 
akibat dari pelanggaran Hak Cipta Lagu yang banyak terjadi di era 
globalisasi Ini khususnya Hak Moral dan Hak Ekonomi, dan terjadi banyak 
pelanggaran tentang kasus covering lagu yang tidak mencantumkan nama 
bahkan mengganti lirik lagu baik itu tujuannya untuk komersial maupun 
non komersial, dalam hal itu pun pencipta akan sangat merasa dirugikan, 
dan pencipta memiliki Hak Eklsusif yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi 
yang dirugikan.  
2. Lebih meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut 
karena dengan adanya pelanggaran Hak Cipta lagu sudah merugikan si 
pencipta lagu (baik Hak Moral maupun Hak Ekonomi) tersebut yang sudah 
melisensikan dan mendaftarkan lagunya ke Direktorat Jendral Kekayaan 
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